
Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR rOO.3.3.r1289 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola Pajak
Daerah, penerapan pemeriksaan dan pengawasan atas
pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Papua Tengah,
diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pajak
Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, rancangan Standar Operasional
Prosedur yang telah dilakukan verilikasi dan uji coba
ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur dengan
Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional
Prosedur Pajak Daerah;

1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Menimbang

2. Undang-Undang.../2



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentane
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 lentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2O22 tentangHubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4O49);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 7O4);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2O12 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan .../3
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

-.)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengeloiaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah
Frovinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2Ol,

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahurr 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daeralr Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 271,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Talt:ur. 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI
Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
a. Pendaftaran Objek PKB BBNKB Kendaraan Baru;
b. Pendaftaran Objek PKB Daftar Ulang;
c. Pendaftaran Objek PKB Daftar Perubahan;
d. Pendaftaran Objek PKB Daftar Mutasi;
e. Penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
f. Penetapan PKB Secara Jabatan;
g. Pembayaran PKB BBNKB;
h. Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS;
i. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM;
j. Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Permukaan;
k. Pendaftaran Ulang Objek Pajak Air Permukaan;
1. Penetapan Pajak Air Permukaan;
m. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
n. Pelaporan, Penyetoran dan Penelitian PBBKB;
o. Penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
p. Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen PKB BBNKB Bulanan;
q. Pengawasan pemenuhan kewajiban untuk jenis Pajak yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB);
r. Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh

Wajib Pajak (PBBKB);

S Pemeriksaan .../4
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KETIGA

t. Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB);

u. Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB);
dan

v. Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah.

Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah untuk
melalsanakan Keputusan ini.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinal sesuai dengal aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002 t2 tOO2

Salinan Keputusan lnl oaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3.r/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

U
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-I-OO1
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tgl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Objek PKB

BBNKB Kendaraan Baru

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikaa Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penvimpan berkas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OOl tidak berjalan maka pendaftaran objek pajak PKB BBNKB tidak be{alan
dengan baik.



SOP PD-BPPKAD-I-OO1 Pendaftaran Ob ek PKB BBNKB Kendaraan Baru
PelaksanE Mutu Baku

No.
Kelengkapen Walrtu Output

KeteratrganUralan Prosedur
WaJib PeJak

Petugas
Pendafteran

PetugaE
Penetepatr

I
SPOPD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPI(B

Paling
lambat 30
hari kerja
sejak tgl
faklur

Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB
BBNKB dengan mengisi SPOPD dan
me nye ra-hkan berkas kelengkapan persyaratan
kepada Petugas

n

2

Petugas memeriksa kelengkapan berkas
termasuk data NIK dan Nomor Handphone. Jika
belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta
data dari Wajib Pajak dan selanjutnya
memeriksa kesesuaian persyaratan.

Tidak

<ap

SPOPD, KTP,
Fal<tur, No

Registrasi BPKB

5 Menit
Persyaratan
sesuai
Peraturan
NAPOLRI
dan Juknis

3 Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses
dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Tidak s( SPOPD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB

4 Jika lengkap dan sesuai, Petugas mendafta-rkan
ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD

SPOPD, KIP,
Faldur, No

Registrasi BPKB

2 Menit

NOPD/
NPWPD

5
Petugas memeriksa data kendaraan atas nama
wajib pajak dan melakukan konErmasi status
objek pajak

SPOPD, KTP,
Faktur, No

Registrasi BPKB
2 Me nit Formulir

Konfirmasi

6 Apabila memiliki tunggakan, Wajib Pajak harus
melunasi tunggakan terdaftar terlebih dahulu Ya

SPOPD, I,ITP,

Faktur, No
Registrasi BPKB

30 Detik
Data

Ttrngqakan

-2-
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Uraian Prosedur

Pelaksaaa Mutu Baku

KeteraDgen
trIajtb Pajak

PetugaE

Pendeftamn
Petugas

Peretapen
Keleagkapen Waltu Output

7
Jika tidak memiliki tunggakan, Petugas

menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan

SPOPD, KIP,
Faltur, No

Registrasi BPKB

30 Detik
Berkas

Pendaftaran

Jumlah trIaltu Penyelesa laa l0 Meuit

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 19760608200212 tOO2

I{o,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

's
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOI.AAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-I-OO2
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
TangEal Revisi
Tel. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Penda-ftaran

Daftar Ulang
Objek PKB

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangarr antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoma-n Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah I . PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 0O2 tidak berjalan ma-ka pendaftaran ulang objek PKB tidal< berjalan dengan
baik.

DASAR HUKUM :



2

SOP PD-BPPKAD-I-fi)2 Pendaftaran Ob ek PKB Daftar

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 1976060a200212tOO2

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Mutu Bsku

Walrtu Output
Keterenga!No. Uiahn Proacdur

wcjtb Psjak Pctugar
Pcndaftaran

PstugaE
Pe!"tapen KclongkalEr

Paling lambat tgl
berakht masa
pajak

I
Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB
dengar mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas
kelengkapal persyaratan kepada Petugas

2 Menit
PersVaratan
sesuai Peraturan
KAPOLRI dan
Juknis

2

Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan
kesesuaian data kendaraan terrnasuk data NIK
dan Nomor Handphone. Jika belum lenSkap
dapat dilengkapi dengan meminta data dari
Wajib Pajak dan selanjutnya memeriksa
kese6uaian persyaratart.

,I

l,

P

SPOPD, I(TP, STNK,
TBPKP Masa Pajak

sebelumnya

3 Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses
dan dikembalikar kepada Wajib Pajak.

Tidak

4
SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Masa Pajal<

sebelumnya

2 Menit
NOPD/
NPWPD

Petugas mendaJtarkan ke Sistem dar!
menerbitkan NPWPD dar NoPD (Jika belum ada) I

I Menit Berkas
Pendaftara!5 Petugas menyera-hkal berkas ke Petugas

Penetapan

SPOPD, KfP, STNK,
TBPKP Masa Pqjak

sebelumnya

Juolah Wahu Pooyclcralan 5 Menlt

Pelakaa.na

SPOPD, KTP, STNK,
TtsPKP Masa Pajak

sebelumnya



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2O2s
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

+E\&*."r,
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD.I-OO3
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Objek PKB

Daftar Perubahan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentaag Peiayanan Pub1ik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat da.rr Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20ll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah darr
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP 003 tidak berjalan maka pendaftaran perubahan objek PKB tidak berjalan
dengan baik.
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SOP PD-BPPKAD-I-fi)3 Pendaftaran Ob ek PKB Dafltar Perubahan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP I 97606082002t2tOO2

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Pelat ana Mutu Baku
ilo. Uralall Paoaedur

Wajib PaJaL
Petugaa

Pertda ltaraa
Petuga.

PelrGt.FE KelengLrFn Wal(tu Output
Keterangea

I
Paling Iambat
30 hari kerja
sejak
perubahan

Wqjib Pdak mendaftarkan diri dan objek PKB
dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan
bcrkae keleagkapalt persyaratan kepada
Petugas

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Masa Pajak
Bebelumnya, Dasar

Perubahan

kap

LenS

2

Petugaa memeriksa kelengkapan berkas dan
kesesuaian data kendaraan termasuk data NIK,
Nomor Handphone dan Dokumen Dasar
Perubahan. Jika belum lengkap dapat
dilengkapi dcngan meminta data dari Wajib
Pqjak. Petu8as akan kembali mcmeriksa
keaesuaian dengan peisyaratan.

k

kap

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Masa Pajak
sebelumnya, Dagar

Perubahan

7 Menit
Persyaratan
sesu ai
Peraturan
KAPOLzu da.rl
Juknis

3 Jika tidak eesuai, berkas tidak dapat diproses
dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Trdak sel

4
Petugas mendaftarkan ke Sistem dan
m.nerbitkan NPWPD dan NOPD {Jika belum
ada)

SPOPD, I(TP, STNK,
TBPKP Masa Pajak
Bebelu rnnya, Daaar

Perubahan

2
NOPD/
NPWPD

5 Petugaa menyerahkan berkas ke Petugas
Penetapan

I SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Masa kjak
aebelumnya, Dasar'

Perubatran

I
Berkas

Pendaftara,n

Jutnlah Walrtu Peayele-ralan lO Morlt

Menit

Menit



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR rO0.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

+E
\**,dl

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-I-O04
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Objek PKB

Daftar Mutasi

DASAR HUKUM: KT]ALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang Pelayana;r Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentar:.g Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN :

SOP Pajak Daerah 3. PC/ Komputer
4. Folder penyimpan berkas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN.
Apabila SOP OO4 tidak be{alan maka pendaftaran mutasi objek PKB tidak berjalan dengaa
baik.
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SOP PD-BPPKAD-I-OO4 Pendaftaran ek PKB Daftar Mutasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 19760608200212tOO2

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Pelctsana Mutu Baku
No. KetcraDganUralan Proacdur

WaJtb Pajrk Pctugar
Pcn&ftffatr

PetugaE
PenetaIE11

Kelengkapqn Waktu Output

I
Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB
dengan mengisi SPOPD dan menyeralkan berkas
kelenBkapan persyaratan kepada Petu gas

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Asal, Surat
Keterangan Fiskal

Paling lambat 30
hari kerja sejak
tgl surat fiska.l

lE

2

7 Menit Persyaratan
sesuai

Peraturan
KAPOLRI dan

.Iu Imis

Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan
kesesuaian data kendalaan termasuk data NlK,
Nomor Handphone dan Surat Keterangan Fiskal
Jika belum leagkap dapat dilengkapi denga-n
meminta data dari Wajib Pajak. Petugas aka!
kembali memerikaa keaeauaia! denga!
I)ersyaratan.

Tid
len

ikap

I

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Asal, Surat
Keterangan Fiskal

3 Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses
dan dikemba-tikan kepada Wajib Pajak.

Tidak se

s ual

4 2 Menit NOPD/
NPWPD

Petugas mendaftarkan ke Sistem dan
menerbitkan NPWPD dan NOPD (Jika belum ada) J

SPOPD, KTP, STNK,
TBPKP Asal, Surat
Keteralgan Fiskal

5
Petugas menyeralrkan berkaa ke Petugas
Penetapan

SPOPD, I(TP, STNK,
TBPKP Asal, Surat
Keterargan Fiskal

I Menit Berkas
Pen dsftai'an

10 MeattJuulah Wahu Petryelesahn



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

i A-Es\*"-r,
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASE"T DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-II-OO 1

Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi 17 Juni,2025
Tel. Efektif 18 Juni 2O25
Nama SOP Kepala BPPKAD

Nomor SOP
Penetapan PKB, BBNKB,
Opsen PKB dan Opsen
BBNKB

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERI(AITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP OO I tidak berjalan mal<a penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKE| dan Opsen BBNKB
tidak alan dengan baik.



SOP PD-BPPKAD-I-0OI Peneta PKB o en PI(B dan en BBNKB
Mutu BakuPelaksana

No.
Waktu Output

Uraian Prosedur Wajib
Pajak

Petugas
Pendelteran

Petugas
Petretapan

I(asl
Penetapan

Teller/
Kasir

Kelengkapan

1

Paling lambat
tgl berakhir
masa pajak

Petugas menerima berkas dari
Petugas Pendaftaran dan
menye suaikan data antara Sistem
dan Berkas

2

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak
sebelumnya Sesuai

KTPi Surat
Domisili

Petugas menginput data
kabupaten/ kota sesuai domisili
Wajib Pajak untuk penetapan Opsen
PKB BBNKB

Persyaratan
sesual
Peraturan
IGPOLRI dan
Juknis
SAMSAT

Petugas meneliti besaran penetapan
pajak berdasarkan TBPKP masa
pajak sebelumnya, NJKB berlaku,
dan dokumen pendukung lainnya.
Apabila sudah sesuai, Petugas
menceta.k SKKP dan menyerahkan
kepada lhsi Penetapan untuk
dikoreksi (daftar ulang) atau Kepala
UPI untuk dikoreksi (daftar baru,
perubahan, mutasi)

T

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak
sebelumnya

3 Menit

ngkap

ak

Tid
se!

su

2

4

sesual

rsual

TidakJ SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak
sebelumnya

I Menit
Jika hasil koreksi sesuai, berkas
dapat diproses dan dikembalikan
kepada Petugas Penetapan.

t

I

3

lKeteranean

Kepala
UPT

[,4ula] I

1



No Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KeteraagatrwaJtb
PaJak

Petuges
Pendsftann

Petugaa

PctrctaIlEn
Kasl

Peretapa!
Kepala

UPT

Teller/
Kaslr

Kelengkapan trIaktu Output

5

Petugas mencetal SKKP dan
menyerahkan tindisan SKKP kepada
Wajib Pajal serta melanjutkan
berkas kepada Teller/ IGsir

SPOPD, KIP,
STNK, TBPKP

Masa Pajak
sebelunrnya

I Menit SKKP

Jualeh Waltu Penyeleaalan 5 Menlt

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP I 9760608200212LOO2

-3-

1 2

Seleaa Selesa



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1O0.3.3.r/289 TAHUN 2O25
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

;^":

*\.--,/
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-II-OO2
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tsl. Efektif 3 September 2O24
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Penetapan PKB Secara

Jabatan

KT]ALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Rrblik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman PenJrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN:
SOP Pajak Daerah I . PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP O02 tidak be4'alan maka penetapan PKfl secara jabatan tidak be{alan dengan
baik.

DASAR HUKUM:

PERALATAN PERLENGXAPAN:



SOP PD-BPPI6D-II-002 Peneta PI(B Secara Jabatan
Mutu BakuPelqksana

I{o, Uraian Prosedur srajtb
Pqiak

PetugaB

Penetapsn
Kasl

Penetapen
Kepale

UPT
Kast

Penaglhan

PetuBas
Dlnas

Luar/Plhak
Kotira

Kelengkapan lllaktu Output
Keteraagaa

I
Data Sistem
Pembayaran

Teralhir

Paling
lambat tgl
berakhir
masa pajak

Kasi Penetapan meneliti dan
mengeluarkan data kendaraan yang
dapat ditetapkan secara jabatan

2

Petugas meneliti besaran penetapan
pajak berdasarkan data pembayaran
masa pajak sebelumnya, NJIGI berlaku
dan dokumen pendukung lainnya.
Apabila sudah sesuai, Petugas mencetak
SKKP dan menyerahkan kepada Kasi
Penetapan untuk dikoreksi.

Sesuai

suar

-T,

3 Menit

SKKP

Persyaratan
sesuai

Peraturan
KAPOLzu

dan Juknis

3
Kasi Penetapan mengoreksi dan
membubuhi paraf untuk selanjutnya
proses tandatangan oleh Kepala UPT esuar SC

I
lak
iuai

SKKP 1 Menit

4

Kepala UPI meneruskan berkas SKKP

untuk dihimpun oleh Kasi Penagihan

untuk selanjutnya diantar/dikirim ke
Wajib Pajak oleh Petugas Dinas Luar

L -1 SKKP i Menit

5

Petugas Dinas Luar ketika
menyerahkan berkas SI(KP kepada
Wajib Pajak, melakukan konfirmasi data
untuk selanjutnya dilaporkan ke Kasi
Penagihan. 1

SKKP,

Formulir
Konfirmasi

Data

Han
Hasil

Konfirma
si

-2-

I

I

I

I

Itlula

Data Sistem
Pembayaran

Terakhir

I

1



-3-

I{o. Uraian Prosedur

Pelaksana I[utu Baku

NeteranganWajlb
Pajak

Petugar
Penetapsn

Kasl
Pe[etrpan

Kepala
UPT

Kasi
Peaagihan

PetugaB

Dlnaa
Luar/Plhak

Ketlee

Kelengkapan Waktu Output

6
Kasi Penagihan menghimpun hasil
konfirmasi data dan mengupdate status
kendaraan pada sistem.

Sd€sri Sehsa

SKKP, Hasil
Konfirmasi

Data

a Menit

Update
Status

Kendara
an

Jumlah Waltu Penyeleealan

I Harl 7
Menlt

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 19760608200212tOO2



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR rOO.3.3.l/289 TAHUN 2O2s
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

11 AEr-
:\-",/

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-III.OO3
Tanggal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pembayaran PKB BBNKB

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terltang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN
1 . PC/ Komputer
2. Folder penyimpan berkas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
:\>abila SOP O03 tidak be{'alan maka pembavaran PKB BBNKB tidak berialan dengan baik.

SOP Pajak Daerah



-2

SOP PD-BPPKAD-III-003 Pemba PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB
Mutu BakuPelaksana

l{o. Uraian Prosedur Petugaa
Penyerahan

Kelengkapan Waktu Output
Keterangantrlajtb

Pajak
Teller/Kasir

BXP
Penerlmean

I

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak

sebelumnya

Paling lambat
tgl berakhir
masa pajak

Petugas menerima berkas dari
Petugas Penetapan dan
menyesuaikan data antara Sistem
dan Berkas

2

3 Menit
Persyaratan

sesuai

Peraturan
K,.APOLRI dan
Juknis

Petugas meneliti besaran pajak
yang harus dibayar berdasarkan
SKKP, Apabila sudah sesuai,

Petugas menyampaikan jumlah
yarg harus dibayar kepada Wajib
Pajak dan menerima pembayaran.

Sesuai

Sest at

SPOPD, KTP,

STNK, TBPKP

Masa Pajak

sebelumnya

3 2 Menit

Apabila jumlah uang yang

diberikar Wajib Pajak sudah
sesuai, Kasir melakukan validasi
pada SKKP untuk selanjutnya
diserahkan kepada BKP

Penerimaan.

E
t_

Sesuai

k

U al

Petugas
Penetapan

N4ulai

1 ,)



.)-

Pelaksana Mutu BaLu

No. Uralaa Proaedur
Walrtu Output

Ketcrattganwajtb
Pajak

Petuger
Penctapan Teller/Xaslr BKP

Pcnerlmaaa
Petuge3

Penyerahan
xelergkapaa

4

BKP meneliti kesesuaian antara
SKKP dan validasi pembayaran
oleh Kasir. Apabila telah sesuai,
BKP mencetak TBPKP,
mengarsipkan sesuai instansi di
SAMSAT dan menyerahkan TBPKP
kepada Petugas Penyerahan
untuk diberikan kepada Wajib
PSjak

SPOPD, KTP,
STNK, TBPKP

Masa Pqja.k

sebelumnya

SKKP

JuELah Wsktu Ponyclerahn S Menlt I
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAT-A BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 19760608200212rOO2

2



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2O25
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

ia't\...-"r,
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 19 Agustus 2024
Tangqal Revisi
Tsl. Efektif 20 Azustus 2024

Kepa.la BPPKAD
Nama SOP Pembayaran Pajak Daerah

melalui Mesin EDC/QRIS

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyrrsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi dan Mesin EDC/QRIS;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah, SOP Pembayaran Pajak Daerah Melalui Mesin EDC/QRIS 1. Mesin EDC/QRIS

2. Folder penyimpan struk bukti pembayaran dan
tindisan SKPD

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OO1 tidak be{alan maka Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS
tidak berialan dengan baik.

PD-BPPKAD-III-OO 1

Disahkan Oleh



2-

SOP PD-BPPI(AD-III-OO 1 Pemba Pa ak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS
Peleksana Mutu Baku

trIaktu Output
KeteranganNo, Urelan Prosedu!

Kasir Bank Wejib Pajak
Bendahara

Peaerimaaa
Kelengkapan

I
Kasir Bank menerima Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) atau Surat Ketetapan Kewajiban
Pembayaran (SKKP) -l SSPD/ SKKP

2 non
tunai

SSPD/ SKKP

I Menit
Kasir Bank menyampaikan besaran kewajiban
pembayaran kepada wajib pajak dan pilihan
metode pembayaran (tunai/non tunai)

tunai

3
Jika wajib pqjak memilih membayar secara
Tunai, wajib pajak memberikan uang sebesar
nilai pada SKPP

Uang Tunai 2 Menit

EDC

4 ISr Mesin EDC/QRIS I Menit
Jika wajib pajak memilih metode pembayaran
non tunai, Kasir menyampaikan pilihan metode
non tunai (EDC/QRIS)

5
Jika wajib pajak memilih membayar
menggunalan EDC, wajib pajak memberikan
kartu EDC kepada kasir

Mesin EDC/QRIS

1 Menit

6
Kasir mengesek kanu EDC dan menginputl<an
nominal pembayaran, jika sudah sesuai, wqjib
pajak menginputkan PIN

Mesin EDC/QRIS

M ulai



a

No. Uralan Proaedur

Pelakgana Mutu Baku

Ketcrangen
Kaslr BanL wqJlb PdEk

Berdahara
Panerlmaan Keleagkapatr luektu Output

7
Jika wajib pajak memilih membayar
menggunakan QRIS, Kasir menginputkan
nominal pembayaran pada mesin EDC/ORIS

Mesin EDC/QRIS

I Menit

a
Jika nominal pada mesin QRIS sudah sesuai,
wajib pajak melakukan scarr QRCode dan
menginputlan PIN

Mesin EDC/QRIS

9
Trdak

Mesin EDC/QRIS 1 Menit Struk

10
Jika nominal pembayaran sudah seauai, Kasir
melakukan validasi pada SKKP dan menyerahkan
tindasan SKKP kepada Bendahara Penerimaan

selesai

SSPD/SKKP 1 Menit

SSPD/SKK
P yang
telah
divalidasi

Juralah Waku Pc[yclelalan 5 MeDlt

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/I"rD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M,H.
NrP 197606082002t21OO2

1 2 3 4

Jika PIN benar, saldo mencukupi dan transaksi
berhasil, Mesin EDC/QRIS mengeluaikan struk.
Kasir memberikan salinan struk kepade wajib
paje-k



LAMPIRAN Ix
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR rOO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

.1 a -

*\*,,.'
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-III.OO2
Tangeal Pembuatan 19 Agustus 2024
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 20 Azustus 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pembayaran

Kendaraan
Mela-lui ATM

Pajak
Bermotor

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan h.rblik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter.tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah derr
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan ATM;
2. Mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. Mesin ATM

2. Kartu ATM
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 002 tidak berjalan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM
tidak berjalan dengan baik.



2

SOP PD-BPPKAD-III-OO2 Petn

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002L2IOO2

ak Kendaraan Bermotor Melalul ATM

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Pelakaana Mutu Baku
No. Uralqlr Proredur wdtb Pa,jak I(cleDgkapaa WaLtu Output

Keterangen

1
Wajib Pajak memasukkan kartu ATM pada ATM
Bank

Kartu ATM dan Mesin
ATM

2 Wajib Pajak mengakses menu e-aam6at pada ATM
Bank

Kartu ATM dan Mesin
ATM

l Menit

3
Wajib Pajak menginputkan tanggal akhir atau
masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang
dimil.iki

Kartu ATM, Mesin ATM
dan Notice Pajak

Terakhir
1 Menit

4

Jika data ditemukan dan data kendaraan serta
besaran pajak Budah benar, maka wqjib pajak
melakukan konfrrmasi data dan menginputkan
PIN

Salah

Kaitu ATM, Mesin ATM
dan Notice Pajak

Terakhir
1 Menit

5
Jika PIN bena!, saldo mencukupi dan transaksi
berhasil, mesin ATM akan mengeluaikan struk
sebagai buldi pembayaran yang salr

PIN salah
Saldo tidak

Kartu ATM, Meain ATM
dan Notice Pajak

Terakhir
1 Menit Struk / Bukti

Pembayaaan

JuEl"ah Waltu Pctryclea.la! 4 MeElt



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3.1/289 TAHUN 2O2s
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP
Tangeal Pembuatan 2 September 2O24
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Objek Baru

Pajak Air Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertang Hubungan Keuangan anta.ra Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi darr Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Ta-hun 2023 tentang Pqy'ak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN :

SOP Pajak Daerah I . PCl Komputer
2. Folder penyimpan berkas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OOS tidak berjalan maka pendaftaran objek baru PAP tidak berjalaa dengan
baik.

PD-BPPKAD-I-OO5



2-

SOP PD-BPPKAD-I-005 Pendaftaran ek Baru ak Air Permukaan (PA"PI

Pelaksana Mutu Beku

l{o. Uralan Prosedur
WaJib Pajat

Petugas

Pendaftaran
I(asi

Pendaftaran
Kepale UPT

Dinas
Teknlr

I(elengkapan IVaktu Output
I(eteratrgan

I

Wajib Pajak nendaftarkar diri dan

objek PAP dengan mengisi SPOPD dan
menyerahkan berkas kelengkapan
persyaratan kepada Petugas

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

paling lambat 30

hari kalender

sejak

pengambilan

dan/atau
pemanlaatan air

Petugas memeriksa kelengkapan berkas
termasuk data NIK/NIB dan Nomor
Handphone. Jika belum lengkap dapat
dilengkapi dengan meminta data dad
Wajib Pajak dan selanjutnya
memeriksa kesesuaian persyaratan.

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

5 Menit

Persyaratan
sesuai Juknis

3
Jika tida-k sesuai, berkas tidak dapat

diproses dan drkembalikan kepada
Wajib Pajak.

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

4

2 Menit

NOPD/

NPWPD

Jika lengkap dar sesuai, Petugas

mendaftarkan ke Sistem dan

menerbitkan NPWPD dan NOPD

SPOPD, KTP/NIB,

Data Objek PAP

[,lulai

LU
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No. Unt.n Pro.6dut
Mutu Bahu

I(€t€rtn8rn
wqltb Pqjak P.tugr.

PendallLeran
Xarl

Pendaftaarn Kcpeh UPT
Dt,ra.
TeLnl. KolonAkapan Waktu Output

Petugas memeriksa data objek pajs_k
dan mclel(ukan konlirraasi
pemaaangen metcr air sert6
mclaporkan kepada KaBi Pc ndaftarart

2

SPOPD, KTP/NIT],
Data Objek PAP 2 Menit

6

Kali Pcndaftaran memverifrkasi berkas
dan meneruskan kcpeda Kepals UPI.
Apabila mcmiliki meter air, Nep€la UPT
akan menugaskan KaBi Pendaftafan
untuk luelakukan verifikasi, scdanAkan
apabila tidak meluiltki Eleter aif, Kcpgla
UPI al<an meminta ba,rtugn Dinas
TckniB

SPOPD, KTP/NIB,
Data Objek PAI' 1 M.nit Surat

Tugas

7

Kaai Pendaftaran dan/atau Tirn Dina6
Tekni8 mclakLrks'r veririkasi
pcrhitun8an dan mcnyera}llan hasil
pcrhltunEen kepada Kepsla UPI

SI,OPD, KTP/NIB,
Data Objek PAP

1 Minggu
Haail

Perhitung
an

Jut[hh Wrktu PcnyGlG.rlen I Mttrggu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M,H.
NIP 197606082002121002

1

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10O.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

PD-BPPKAD.I-006
Tangqal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tgl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pendaftaran Ulang Objek

Pajak Air Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 006 tidak berjalan maka pendaftaran ulang objek PAP tidak berjalan dengan
baik.

Nomor SOP



2

SOP PD-BPPKAD-I-OO6 Pendaftaran Ulang ob ek ak Air Permukaan PAP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002t2tOO2

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

MEKI NAWIPA

Mutu Baku

IVo. Uralaa Pro8edur
ws,rtb PersL Potug.6

Pendartaratr
Pstuga!

Pcnetipaa Kelonglapan Waktu Output
Ket€rartgaa

1

Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek
PAP dengan mengisi SPOPD dan
menyerahkan berka8 kelengkapan
persyaratan kepada Petugas

Pa-ling larnbat 30
hari kalender
sejak berakhir
masa pajak

-:t.

SPOPD, KTP/NIB,
Data Volume

2

Petugae memerikaa kelengkapar berkas
termasuk data NIK/NIB, Nomor
Handphone dan volume air. Jika belum
lengkap dapat dilengkapi dengan
memihta data dari Wajib Pajak dan
selaljutnya memeriksa kesesuaiarr
persyaratan , -1.

SPOPD, KTP/NIB,
Data Volume

5 Menit

Persyaratan
sesuai Juknis

Jika tidak sesuai, berkae tidak dapat
diproses d6r'r dikembalikan kepada Wajib
Pajak.

SPOPD, KTP/NIB,
Data Volume

4

Jika Iengkap dan sesuai, Petugas
mendaftarkan ke Sistem dan
menyerahkan berkae ke Petugas
Penetapan

SPOPD, KTP/NIB,
Data Volume,

NPWPD/NOPD

2 Menit

Berkas
Pendaftaran

.ru6lah Wahu Pgayeleraha 1 Mtrggu

Peletaan&

Mulai

3



LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR r00.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

,;^;""G
\r..-/

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASST DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD.II-OO3
Tangaal Pembuatan 2 September 2024
Tanggal Revisi
Tgl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Penetapan Pajak Air

Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan h.rblik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tertang Hubungan Keuangar antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1 . PC/ Komputer

2. Folder penvimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 003 tidak berialan maka penetapan PAP tidak berialan dengan baik.



2

SOP PD-BPPKAD-II-OO3 Peneta n PAP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP r 976060 82002 12 1 002

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD

MEKI NAWIPA

PclakaaEc Mutu Beku
lYo. UrelaD Proscdut Xa.l

P6adrftaratt xelentLspqa WeLtu Output
Kctcrrlrgaau, rjtb

P.J.L
PGtugaa

PcDal'ftaraD
P€tugar

Pc[GtrprD
xr.I

Pcaotrtna Kep.le UPT

I
Petugaa menerima berkas &ri Petugas
Pcndafta.ran dan menyesuaikan data
antara Siatcm dan Ele rkao

SPOPD, KTP,

SKPD/SSPD
Mesa Pajak
ae te lumnya

T

2

Pctugad Eeneliti besaran Fnetapan
pajak berdasarkan SPOPD &n SKPD
masa Fjak acbeluanya, volume air
dan dokumen pendukunS lainnya.
Apatila gudah sesuei, Pctuges
mencetak SKPD dan menyerahkan
keFda Kaoi PenetaFn dan Kepala UPT
untuk dikoreksi.

SPOPD, KTP,

SKPD/SSPD
Masa Pajak
se be lumnya

3 Me nit

SKPD

-L T

Jika hasil koreksi sesuai, b.rkaa
daFt diproses dan dikemhalikan
kepda Petugas lrenctapan. Kasi
Penctapan juga menyerahkan SKPD
kcFda KaBi Pendaftarsn tindisan
SKPD untuk penagihan dan pelapran

SPOPD, KTP,

SKPD,
SKPD/SSPD
Maaa Pajak
sc be IuErnya

4

Menit

Petuges menyerahkan tindisan SKPD
kepada Wajib Pajak.

SPOPD, KTP,

SKPD,

SKPD/SSPD
Mass. Pajak
sebe lumnya

4

.rurt|lah WaLtu PcBya16!.lan 7 [.ntt

Mulai

Lengkap



LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

:.t a -s
"\*,r,

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-III-OO4
Tangga-l Pembuatan 2 September 2O24
Tanggal Revisi
Tgl. Efektif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

Pembayaraa Pqiak Air
Permukaan

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan hrblik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentatg Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat darr Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyrrsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERAT,ATAN PERLENGKAPAN :

SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer
2. Folder penyimpan berkas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP 0O4 tidak berialan maka pembayaran PAP tidak beria-lan dengan baik.

Nama SOP
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SOP PD-BPPKAD-III-004 Pem rAA PAP
Mutu BaLuPelak8ans

Waktu Output
Ket€tanganNo. Uralan Progedur Petugag

Penetapan

Teller Kae

Deereh Lusr
SAUSAT

Teller /
Karlr

SAIISAT

BKP
Penetltnaan

Xael
Pendaftarel

KslergkepanWejtb PejaL

1 SKPD/SSPD

Wajib Pajak menerima SKPD PAP dari
PetuSas Penetapan. Wajib Pajak dapat
membayal secara tunai daJI non tunai
nelalui Teller/Kasir di SAMSAT atau
Bark Kas Daerah di luar SAMSAT I

2

-1,

SKPD/SSPD

3 Menit

Teller meneliti besaran pajah yang
harus dibayar berdasarkan
SKPD/SSPD. Apabila sudah sesuai,
Petugas menyampaikan jumlah yang
harus dibayar kepada Wajib Pajak dan
menerima pembayaraa.

*

Tidak s

3 Menit3

Apabila jumlah uang yang diberikan
Wajib Paja.k sudah sesuai, Kasir
melakukan validasi pada SSPD untuk
selanjutnya diserahkan kepada BKP
Penerimaan. Apabila pembayaran
dilakukan mela-lui Teller Kas Daerah di
luar SAMSAT, mala SSPD yang telai
divalidasi diserahkan ke Wajib Pajak

1

Sesuai

;esuat

SKPD/SSPD

MuLai

2



3-

l{o, Umlen Pro.edur

Pcl,alsan Mutu Beku

I(eteraogan
w4tb P4.k Potugar

Pcnctepen

Tcllcr Nai
Dronh Luat

SATISAT

TollGr /
Xr!lr

SAI{SAT

BXP
Pcnorlntaer

Xarl
Pendaltaran

N.lengtap.a wehu Output

4

BKP Penerimaar mencetak TBP dan
meneruskan SSPD sena tindisan TBP
kepada Kasi Pendaftaran dan wajib
Paja}. UDh& p€mbayaran melalui
Teller Kas Da€rai di lua, SAMSAT,
wajib Pajal melaporksn pcmbayaran
PAP dcngan Ecnyampaian tindisan
SSPD kcpada l(asi P€ndaftaran

sKPD/SSPD 3 Menit TBP

Jumhh Wehu PGny.lG.{len 9 Menlt

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/T'rD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M,H.
NrP 1 97606082002 121002

I 2

I



LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1O0.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

+Ecrt*./

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD.IV.OO l
Tanggal Pembuatan 2 September 2O24
Targgal Revisi
Tgl. Efekif 3 September 2024
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pelaporan, Penyetoran dan

Penelitian PBBKB

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertarrg Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Ta-hun 2O23 tentang Pqjak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OOI tidak be{alaa maka pelaporan, penyetoran dan penelitian PBBKB tidak
be{alan dengan baik.

DASAR HUKUM:



2

ora[ dan Penelltiarl PBBI(BSOP PD-BPPKAD-IV-OO 1 Pela ren,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002t2tOO2

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

MEKI NAWIPA

Mutu Baku

No UraLn Pro.calur L.lnbrar wqrtb
Plhk RT(UD

I(eprL
Erdar

x..btd
PGmungutrn

Ka.l P.n.trpaa
d.n Pcnrglhrn KclcngLap.n Output

I{ctcr.nBrn

I
Wajib Pajsk memunAut PBBKB dari sctiap
penycrahan / pcnj ualan Bahan Bakar Kcndaraan
Bcrmotor kepsde lfmbaSe Penyalur etau
Konaumcn

Data
Penjualan

l Bulan

Dete
Pemungutan,

SSPD
lo Hari SSPD

dilakukan
paltnA lslnbst
lo hari kcrja
setcleh
ber8khir
ma8a p€ja*

2

Wajib Pajak melekapltulasi keseluruhan
pcmungutan accara bulanan acauei meaa pajak
untuk Belanjutnya menerbitkan SSPD dan
mcnyetorkan ke KaB Daerah. Pembayaran juga
dapat dilakukan dengan mckaniBme tranafer.

L

Wajib Pqiak rncnai8i SPTPD dqn melaporkan
kcpade Kcpale Badan dcngan lampiran SSPD
dan/atau Bukti Transfer. Kepala Badan
mencruakan kepade lhbid P.munguten dan
Kaaubld Pcnctapan untuk dilakukan
pcmerikaaan laporan.

--+ Date
Pcmungutan,

SSPD
5 Hari

Pclqporen
dtlakukan
paling lambat
15 hari kerja
sctclah
berakhtr
maaa pajak

3

SKPD/
STPD

Kasubid Penctapan mcltrcrlkee kcscsualan
leporan dan rncncrbitkan SKPD Nihtl (SKPDN)
apablla 6udeh acauai pcrhltungan dan
mcnerbitkan SKPD Kurang Bayar atau l-cbih
Beyar jlka terdepat acliBih. Kurang bayer
dttaSlhkan dengan STPD. SKPD atau STPD ha6ll
pcmeriksaan dikirimken kcpada Wqjib P4ak.

I

SPOPD, KTP,
SKPD.

SKPD/SSPD
Maea Pajak

5 Hari

I BuLtr 2() H.rl.rulnhh Wlltu PGnyGlG.rbn



LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR r00.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

ia-sare"d/

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD.IV-OO2
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2O25
Tangqal Revisi
Tel. Efektif 18 Juni 2O25

Kepala BPPKAD
Nama SOP Penyetoran PKB, BBNKB,

Opsen PKB dan Opsen
BBNKB

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daera-h;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O1l tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penlrusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKA]TAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2, Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP OO2 tidak berjalan maka penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen
BBNKB tidak berjalan dengan baik

Disahkan Oleh

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.



SOP PD-BPPXAD-IV-002 Pe PKB BBNKB

2

o BBNKBo n
Pclaklarr utu BaLu

l{o,
u/aktu Output

Neteratrgs.nUraien Pro8edur
BKP Penerlmaan

KaBi
PGl.pora!

Xcpale lrPT TcUer/Ka!lr

3 Menit

STS Pajak
Daerah, STS

Opsen Pajal<

Daerah

1

BKP Penerimaan meEeriksa rekon pembayarar
pajak antara Samsat dengan Teller. Apabila sudah
sesuai, BKP dapat melsl(ukan cet6k STS Paj6k
Dacroh dan STS Opsen Pajak Daerah s.rta 

Tidal
menyerahkan kepada Kasi Pelaporan untuk
diverifikasi, Jika tidal< sesuai, maka dilakukan
pemeriksaan terhadap keseluruhan tranesksi
pembayaran

s$Lrai
Data Rekon

PeEbayaran Pajak

esua

-1

STS Pajak Dae.ah,
STS Opsen Pajak
Daeral, Laporan

Harian Penerimaan
PKB dan BBNKB,
Laporan Harian

Penerimaffi Opsed
PKB darl Opsen

BBNKB

S Menit

STS Pajak

Daerah, sTS

Opsen Pajak
DserEh

Kasi Pelaporan memeriksa keseBuaian antara STS
Pajak Daerah dengan laporan hariah PKB dan
BBNKB, s€rta kes€suaian artera STS Opsen Pajel
Daeruh dcngan laporan harian Op6en PKB dan
Opsen BBNKB. Apabila sudah sesuai, Kasi
Pelaporan menyerahkan STS Pqjal< Daerat darl
STS Opsen Pajak Daeral kepada Kepa.l6 UPI
untuk ditandatangani dan s€lanjutnya diserahkan
kepada Teller

Sesuai

File Splitzing
yang berisi data

penedmaan
harian

Teller memeriksa kesesuaian STS dengan Laporan
Konsohdasi Rekap Harian penerimaan Kasir.
Apabila sudah sesuai, tell€r melakukan ekspor
tranoaksi penerimaan ke d6lam bentuk lile
splitziflg untuk s€lanjutnya diupload ke sistem
Bank

dak seslai
Ses!a

STS Pajak Daerah,
STS Op6en Pajak
Daerah, Laporan

Konsolidasi Rekap
Harian Penerihaan

Kasir

2 Menit

Kclenghapar
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BKP Peaerlmaan Kcpal.. UPT output

4

Tellcr mclakukan penyctoran PKB BBNKB ke
RXUD Provinai, opa.n PKB BBNKB kc RKUD
kabupatcn/kota, d6n SWDKLU kc .ckeninS PI
Jase Raharja scna .Ecncctak validali STS Pqr.k
Daerch dan STS oP36n P46k Dac.ah. Teucr
mcnaa.Eipkan STS dan m.nycrahkaD
tcmbubannya kcpada BKP Pcncrimasn

STS P4at( Dacrah,
STS Oplcn Pqrak

Dacrah, Filc Splitzins
3 Menit

STS Pajsk
Daelah darl STS

opscn Pqjak
Dacrah ysnA

telah divalida8i

6

BKP men.rima STS Pqjak Dacrah dan STS Op6cn
Pqjak Dacrah yanB telah divalidaai T.l.lc!, mcnclitl
kdcluaian antarajurdah tort.ra dan validasi
p.nyctoran dan nomor RKUD pcnyctoran, Apabila
tclah .c8uai, BKP m.ngarsipkannya, dan Jika tidak
.eauai BKP mcnyemhkan kc Tcll€r untuk
dilakukan korckst mutasi

STS Pqjak Decrah
dan sTS Opscn P4ak

Dacrah yanS tclah
dtvaUdasi

2

Ar8ip STS Pdal
Da€rah dan Ar6ip
STS Ops€n P4ak

Daerah

Jullhh W.ktu PGryGlG.erer l5 UGnit

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 1 97606082002 t2 tOO2



LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

*\--l
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENCELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-VI-OO 1

Tanegal Pembuatan 17 Jwni 2025
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 18 Juni 2025
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Rekonsiliasi

Penerimaan Opsen
BBNKB Bulanan

Data
PKB

KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 ter.tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penlmsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1 . PC/ Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka rekonsiliasi penerimaan opsen PKB BBNKB Bulanan
tidak alan den baik.

DASAR HUKUM:
1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.



Mutu Beku

Urrlan Pto.odu! BAPENDA/
BPPR.D

BKP
BPPKAD

BXP
SAI/[SAT Tollor/rs5tr

KEI

EPPI(-AI'
x.l.agtapan Waktu OutDut

Kasi Vcrilika8i BPPIaA.D m€lakukan verifikasi sctoran .lan
menahLapud Arsip STS Pajak Daera} dan STS Opacn Pajak
Dalrah dari lcluruh SAMSAT untuk s.lanjutnya
mengidml<annya kepada maaing-maaing BAPENDA/BPPRD
KEbupaten/Kota s€na m.mrnta konfirmasr p.nenmaan
Op3cn Pqek Daereh unruk kcpcrluan rekonsiliasi

Pajsk Daerah,
STS Pajak

Dacrah den STS
Opacn Pqiak

Daerah

I IJari

Arsip STS

Surqt

Konirme3i

2 l Min&au
Hasil

BAPENDA/BPPRD Ksbupatcn/Kot6 arengi.rimkan konfirmasi
pcncrimaan Opscn Pajak Dacrah dalsm b.ntuk Leporqn
Fenerimaan Op6cn, Kaii Ve lika8i mclakukan palrcocoksn
atau rckon6iliesi terhadap lapolan Pcnerimaen Op6cn dari
Kabupatcn/ Kota

Laporatl

OpBcn

3

Apabila tcrdapat s€lisih atau kekurengan dsrl kelebihan
€etor, KaBi Verifikasi melakukan konfirriasi k! BKP BPPKAD
untuk oclanjutnya mclakukan verifikasi sctoran k€ BKP dan
Teller SAMSAT. 'ltrhadap kekurangan den k lcblhan sctor,
BKP &n Tcller SAMSAT aken mcmproscs korcksl mutesi
k lcbihan alau pcnyctoran kekurangan

Rckcning Korar,
l{asil

RekonBiliasi
l I lari

Hasil
VetifikaBi,

Mutaai eteu
STS Kuren8

Setor

Bcrita

Rakonsiliasi

Jil(a scmua laporah t€lah scsuai, Kasi Verifikasi
mcny.rahlGn Laf,oran Pcnerimean Oplcn kepada BKP
BPPKAD dan KaBi Pelaporan ulrtuk dlbuatkan Bcrita Acsra
Rekonailiaai dan o€lanjutnya digerehkan kc
BAPENDA/BPPRD Kabupstcn/Kota untuk ditgndatangani

1 Hari

JumLb Wektu Pcryclclehn lO H.rlI-

I
I

Tl==

SOP PD-BPPKAD-VI-OOI Rekoaslllesl Data Penerlmaaa n PKB BBNKB Bulaaen

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002 t2tOO2

GUBERNUR PAPUA TENCAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Xrd Vcdnka.t
BPPKAD

1

4

I

_c_



LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

+E\;-/
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-V-OO1
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tel. Efehif 18 Juni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pengawasan Pemenuhan

Kewajiban untuk Jenis
Pajak yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah (PKB,
PAP, PAB)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2oll tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Stardar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC / Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OOI tidak beq'alan maka Pengawasan Pemenuhan Kewajiban untuk Jenis
Paiak yane ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB) tidak berialan dengan baik.



SOP PD-BPPKAD-V-001 Pengawasan pemenuhan ibau untuk Jenis ak diteta tan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PABI
PelskBera Mutu Batu

l{o. Uraian Prosedur Ihrl Peaaglhan

UPT
I&pela UFT

Petuge!/ Tln
Penaglhrl

Vajlb
Pajak

KaEt

PendataeD

UPt

Kepala

Badan
Juru Sltl Kelengkapan [Iaktu Output

Ketorangar

1

Menganalisis secara periodik data tunggakan
pajak dal mengelompokkan data tunggakan

berdasarkan nama wajib pajak dan

dikelompokkan menjadi badan, pribadi dan

pemerintai

Data Tunggakan

P"j"k
Hasil

Analisis

2

Untuk wajib pajs]{ badrn, SPKPKB

diterbitkan dan disertakan surat pengantar

sedangkan untuk wajib pajak pribadi

SPKPKB dicetak berdasarkan domisil
(kelurahan/kecamatan), Untuk kendaraan

pemerintah dicetak surat p€nSantar delgan
dilampirkan rincian kendaraan dan jumlah
pajal< ya.ng harus dibayar. Data diatukan

kepada Kepala UPl. -l

Data Tunggakan

Pajak,Hasil

Analisis

1 Minggu

SPKPKB/

Rincian

Ta$han

J

Petugas/Tim Penagihan menyerahkan

SPKPKB kepada Wajib Pajak dan meminta

konfirmasi status objek pajak

SPKPKB/

Rincian Tagrhan

Hasil

Konftrmasi

oilem!l

ukan

4

Apabila alamat/ subjek/ objek ditemukan,

konfirmasi status objek pajak dihimpun dan

diserahkan kepada Kasi Penagihan. Jika
alamat/ subjek/objek tidak ditemukan, data
diserahkan kepada Kasi Penagihan dan Kasi

Pendataan

SPKPKB/

Rinciaa Tagihan,

Hasil Konlirmasi

I Minggu

-2-

I 2



3-

Mutu Baku

K.tc.rna.nIto. UrataD Prcrcdur Xi.l P.lrCh.ll
IIPT

Kcp.h UPT Pctuia. / rrlll
Pca.alhrn

f,rdtb
PqJ.h

xr.l
Pcsdrtaaa

UPA

x.pdr
Badrlt

Ju alt. KclcnSk.pea WeLtu Output

5
SPKPKB/

Rincian Taaihan,
Hasil Konfirmasi

I tlulan STPD

Ke6i Pcnsgihsn dan Kasi Fendataan
mcnShi[rpun data untuk ditindsld anjur i.
Apabile bclum melunali pajak, Kasi
Pcnagihen mcngqiukan kepada Kcpala UPf
untuk ditcrbitkan STPD 30 had scjal<jatuh
tcmpo paja-k

I

Luflas

6
Apabila dalsnl waktu 7 hali scjsl diterbitkan
STPD, wqiib p4ak belum Ercluneai kewajiban
pqjek, tnak akan diterbitkan Surat Tegulan.

B€lum lur

LLJnss

SPKPKB/
Rincian Tagihan,
Hasil Konfirmasi,

STPD

7 Ilad Surat
TeEursn

is

7 2 I Hari Surat Pakss

Apabi.la dalam qrektu 21 hsri scjak
ditclbitkan Suret TcSuran, wajib pqiak bclum
mcluna.i kew4iban pqjak, maka t(cpal,. UPt
mcngajukan Surat Pekla kcpada Kepala
Beden untuk dircrbitlan. JurusiE PqJak
bertugaa mcnycrehksn Suret Pakaa kcpada
wqjib Pqiak t-l

SPKPKB/
Rincian Tagihan,
Hasil Konfirm$i,

STPD, Surat
TeSuren

8 flari
Surat

Perintsh
Penyitaan

Apabila dalam wektu 2x24 jem &jak
ditcrbitlan Surat Pakse, wsjib pqjak bclum
mclunasi kewajiban pqj6k, maka aker
ditcrbitkan Sure! Prrintsh Pcnyitaan.

Lunas

B6lum
SPKPKE/

Rincia.n Tagihan,
Hasil Konlir-maii,

STPD, Surat
Teguren, Surat

Pakea

Juralah Vattu Pcny6lo.d.a 2 Buha 2 Mlng8u 2 H.rtI=-
II

-

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

PALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 1 976060A2002 t2 1002



LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

;;";

*\--/
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-V-OO2
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2O25
Tanggal Revisi
Tel. Efektif 18 .Iuni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pemeriksaan P4jak untuk

Jenis Pajak yang
dilaporkan oleh Wajib
Paiak (PBBKB)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undaag-Undang Nomor l Tahun 2022 tentan g Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat da.n Pemerintahal Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1 . PC/ Komputer

2. Folder penlmpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN.
Apabila SOP 002 tidak be4'alan maka Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang
dilaporkan oleh Waiib Paiak (PBBKB) tidak berialan dengan baik.



SOP PD-BPPKAD-V-OO2 Pemeriksaan ak untuk Jenis k dila rkqn oleh ib ak PBBKB
Pelekaane Mutu Beku

No. KeterenganUreien Plo3edur L€mbege
Petrya.lut/
Koa6umcn

WaJlb PdeI xaal
Verltlh.l

rebtd
Evelussl / Tr.rrr

PcaGrlks{

Kcpale
Bedrn Dlnes TeL.IIIB Kelengkspan Waktu OutDut

1
Menganalisis data pelaporan
pembayaran pajat SPTPD, SSPD Hasil Analisis

Tidak ada

2

Jika berdasarkan hasil analisis
terdapat indikasi penyimpangan
maka aken diajukan pembentukarr
tim pemeriksa kepada Kepala Ehdan
melalui Kepala Bidang. Tim
Pemerik8a dapat melibatkan Dinas
Teknis

rukan

Hasil Analisig
daJr

Perbandingan,
Surat Pe ntah

nd kasi
d kas

SPTPD, SSPD,
Data

Pembanding

3

Tim Pemeriksa melakukan
pemeriksaan dan konfirmasi data
pembanding ke kmbaga
Penyalur/ Kon surnen / BPH
Mi8as/ KEMENKEU atau Pihak
lainnya

SPIPD, SSPD,
Data

Pembanding

1 Ming{au

Hasil Analisis
dan

Perbandingan

4

Melakukan konfiimasi data kepada
Wajib Pajal dan membuat Berita
Acara dan Laporan Hasil
Pemeriksaan

Haeil Ana-lisis
don

Perbandingan
1 Minggu BA, LHP

Tidak Terdapal kurang,4e

5

Apabila terdapat
kekurangsn / kelebihsn bayar,
menghitung kekurangan / kelebihan
bayar dan menyiapkan draft SKPD-
KB/SI(PD-LB, laporan Hesil
Pemerikaaan dan Berita Acals untuk
diajukan kepada Kepala Badan

BA, LHP 1 Mjnggu
DraIt SKPD-
KB/SKPD.LB

Untuk hasil
pemeril<saan

tanpa
kurang/lebih
bayer tetap
dituangkan
dalam LHP

rang/lebih

-2-

I 2



a

PeIeLaane Mutu Beku

No.
DLras Tehrlt I(Glcngkrp8n Waktu Output

I(GtGmrrganUraian Proaedut L€mbtrge
Ponyalur/
Koarumed

Wqjlb Pqjak
I(arl

Vellllkarl
Xrbtd

Eva.lua.l/ Tlm
P.Borll.a

Kcpda
Bedan

Idak dioedulan

a

6 I Hari
SKPD'

KB/SKPD-LB

DiselengSarakan Rapat Pembahasan
Hasil Pemeriksaan dan apabila
dipcrlukan dapat melibatkan Dinas
Teknis. Hasil lapat dituangkan
dalEo Berita Acara Rapat dan SKPD-
KB/ SKPD-LB dapat diterbitka!.

I

iukan
BA, LHP. Draft

SKPD.
KB/SKPD"LB

7
STPD/SK

Pengrmbalia'l

Menagihkan SKPD-KB kepada Wajib
Pqiak atau memploses kelebihan
bayar SKDP-LB

SKPD.
KB/SKPD.LB

I Hari

3 Mfratu 2 l{srlJu.Ehh Waku PGDI/6l6ralan

sI
-I I-

-

-

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002t21OO2



LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1O0.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

*E\*/
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD.BPPKAD-V-OO3
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2025
Tanggal Revisi
Tel. Efektif l8 .Iuni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pemeriksaan Penetapan

Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah (PKB,
BBNKB, PAP, PAB)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentar.g Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2O12 tentang Pedoman Penymsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dal
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP OO3 tidak be{a1aa maka Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKI|, BBNKB, PAP, PAB) tidak berialan dengan baik.



o

SOP PD-BPPKAD-V-003 Pemeriksaan Peneta an k untuk Jenls diteta kan oleh Ke ala Daerah , BBT{KB, PAP,
Uutu BrkuPelaksana

l{o. Ureien Prosedut w4rb
PsjrL/Plhat

Lshnys

Ihsl/ Petugaa
Terksit

x.a6l

PcnGtrpen
den

P€nrlthro

X8!t
Verlllta!l

l(abld
Ev.lurll/TtE

PcDerlLlr

Kep8l8
Badrlr

PcEerltlr
Etltcraal Kelcngkapen Waltu Output

1 Mengana.lisis data penetapa! pajak SKPD/SKKP
Hasil

Analisis

Irdak ada kekeiiruan

2

Jika b€rdasarkan hasil ollalisis terdapat
keke[ruan pcnetap€n maka akan
dilakukan konfirmasi data kepada
Kasi/PetuSas Penetapan atau Petugas

Terkoit

Ada kel

-:I

giIUan
SKPD/SKKP,
Hasil Ana.lisis

Hasil
Analisis dan
Konfirmasi

Tidak ada indikasi

3

Jika berdasarkal hasil konfirmasi terdapat
indikasi penyimpangan oleh Petugas, maka
aksn diproses lebih lanjut lewat
pemeriksaan oleh Kasi Verifikasi dan lim
Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala
Badan. Namun apabila tidal terdapat
indfiasi penyrhpangan. maka dituangkan
dalam Berita Acara dan dilakukan
p€mbetulan SKPD/SKPD'LB. r

SKPD/SKPP,

Hasil Analisis
dan

Konfirmasi

l

Surat
Perintah,

BA,

Pemb€tular
SKPD/SKPD

LB

Jika
diperlukarl
dapat
m€libatkan
Dinas Teknis

Dipeduk

4

Tim Peme ksa melakukan pemeriksaan

intemal dan melatukan konfirmasi data ke
Petugas terkait dan ke Wajib Pajal jil€
diperlukan.

SKPD/SKPP,

Hasil Analisis
dan

I(onfirmasi

I Minggu
Hasil

tulalisis dan
Nonfirmasi

Tdak diDed rkan

Kcteralgan

Minggu

1 2



a

Ilo.

[utu B.ku

K€t€renFaw\,rb
P\r.r/Pttrt

L.hayr
Kr.l/Potugr!

T.rtclt

xa.t

P6rlrAlbca

X!at
VorlfiL..!t

Krbld
EYrru.rll TrE Kepcle

EL!t.mal Ilet.rALrprr Output

5

Halil p€mcrihaan dan/atau kor{irhasi
dituangkan da.lsm B€rita Ac{a dan
l,apo.an Haail Pe6criksarn olch Tim
Pcmcrikla untuk aclanjutnya di4ukm
kepada Kcpsla B6dsn

SKPD/SKPP,
Hasil Analisr6

dsn
Konfirmsai

I Mrnggu BA, LHP

6

Dia.lcnaaaral8n Rapat Pe6bahs6ah Haail
P.meriksaan &n diputuakan pcnyelcseian
atas pcryiepangafl beralasarkan kondisi
dan kitcrie tcrt.ntu. Hasil rapat
dituan8kan d6lam Bcrita Acare den
apabila haru. ditind,sklanjuti oleh
pcmcrlkla cksternd fiska Kali Vcrlfikesi
bcrkoordina8i den8afl pih€k terlcbut.

Tidak drp€tu

SKPD/SKPP,
Haail Analisi6

dan
Konfimasi,

BA, LHP I Minggu

BA Rapat

7
Kasi Verifika8i menyampaikan haail rap6t
kcpada Pctu8ft Terkeit/ Pihak Ekstemd
uotuk ditifldaklsnjuti

BA, LHP, BA
Rapat

Junhh Wettu P.Dr6r6..l^n 3 Mln8gu

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002L2tOO2

I
_______________-



LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR r0O.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

;

*\;#
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-V.OO4
Tanggal Pembuatan 17 Juai,2025
Tanggal Revisi
Tgl. Efektif 18 .Iuni 2O25
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD
Nama SOP Pemeriksaan Transaksi

Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah (PKB,
BBNKB, PAP, PAB)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyrrsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2O23 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

l. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC/ Komputer

2. Folder penvimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN.
Apabila SOP 004 tidak beg'alan maka Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB) tidak beq'alarr dengan
baik.
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data kepada Kasi atau Petugas terkait

Tidakada
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yang ditetapkan oleh Kepa.la Badan

J ka diperlirka

4

Tim Pemeriksa melakukal proeriksaan intemal dan

mclalukan konlirmasi data ke Kasi/Petugas terkait,

Petugas Iainnya dan ke Wajib Pajakjika diperlukan, Tidakdipedr
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n

Data Transaksi,

Log

Activity,Hasil

Analisis dan

Konlinnasi

1 Mmggu
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Analisis
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5

Hasil pemeriksaan dan/atau konfirmasi dituangkan

dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Peneriksaan

olch Tim Pemeriksa untuk selanjutnya diajukEn

kepada Kepala Badan

Data Transaksi,
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Activity,Hasil

Analisis dan

Konfirmasi
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II
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Diselanggsraksn Rapat Penbaharan Hasil
PeEcriksaan dan diputusksn pelyelesaian atas

Fnyinpsn8an bcrdararkan kondisi dan ldteria
tertentu. Hasil rapat ditusrglan dalaE Berita Acara
dan apabila harus ditiDdal{anjuti oleh pcoeriksa
clctc.rnal maka l/,ari Verifikasi berkoordinasi dengan
pihak telscbut.
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Data Trarsaksi,
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Activity,Hasil
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BA, LHP, BA
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1 Hari

Jualeh Valtu Peoyolcralaa 3 ltilnggu 3 Hart

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 197606082002 t2tOO2

Unhtr Proladur

Vcrultad
Peoerltra
Elltclurl
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LAMPIRAN XxI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1O0.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

;'

*\*";/
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Nomor SOP PD-BPPKAD-V-OO5
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2025
TangEal Revisi
Tel. Efektif 18 Juni 2025
Disahkan Oleh Kepala BPPKAD

Nama SOP Pengawasan
Pajak Daerah

Penyetoran

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
l. Undaag-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

1. Memiliki kemampuan administrasi;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem

Aplikasi;
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
SOP Pajak Daerah 1. PC / Komputer

2. Folder penyimpan berkas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP 005 tidak beq'alan maka Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah tidak berjalan
dengan baik.
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I 2
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GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/T'TD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002t21OO2
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